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KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peﬁulis panjatkan kehadirat Allah. SWT. Karena atas
nikmat, rahmat dan ridho-Nya serta izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan
skipsi yang berjudul PELAKSANAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
MULTIGUNA SEJAHTERA DI PT. TASPEN ( PERSERO ) CABANG
PALEMBANG. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperpleh gelar
Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya. |

Skripsi ini akan menjelaskan tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil pada
umumnya dan tentang Tabungan Hari Tua ( THT ). pada khususnya serta lebih
menekankan tentang Program Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera, dalam skripsi
ini akan menjelaskan tentang hak — hak dan kewajiban peserta Program Tabungan
Hari Tua Multiguna Sejahtera, dan juga akan dijelaskan 'tenténg bagaimana prosedur
pengurusan dan pembayaran hak-hak jaminan kepada peserta Tabungan Hari Tua
Multiguna Sejahtera dan juga tentang bagaimana cara menentukan besarnya jaminan
keuangan yang harus dibayar kepada peserta Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera
yang meninggal dunia di masa aktif atau sebelum ia memasuki masa pensiun.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini para mahasiswa dan pihak — pihak

yang berkepentingan dapat mengetahui tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial



Nasional yang dilaksanakan oleh PT. Taspen ( Persero ) pada umumnya dan
khususnya tentang Progfam Tabungan Hari Tua ( THT ) dan Tabungan Hari Tua
Multiguna Sejahtera.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak
terdapat kekurangannya, namun karena didorong oleh keinginan dan kerja keras
penulis serta adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari Bapak
H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum dan Ibu Arfiana Novera, S.H..M.Hum
akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar — besarnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan
harapan semoga dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran
kepada pihak — pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjumya, dan semoga
Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya sesuai dengan amal dan perbm@

yang telah mereka berikan kepada penulis. Amien....

Inderalaya, Februari 2007

Penulis
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap Negara di dunia pasti menghendaki rakyatnya hidup sejahtera, tidak
terkecuali Republik Indonesia. Bahkan dalam Undang — Undang Dasar 1945
pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta pasal 28 I ayat (4), disebutkan bahwa :
“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan........ setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.....dan.....perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan
hak azazi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
Indonesia adalah sebuah Negara yang memperhatikan jaminan sosial atau social
security para warganya. Sebagaimana yang terjadi dihampir semua bagian dunia, di
Indonesia pun pada dasarnya ada dua kelompok Warga Negara, yaitu yang bekerja
dan tidak bekerja. Kelompok yang bekerja dibagi atas mereka yang bekerja pada
Institusi Negara ( Pegawai negeri sipil, baik itu Pegawai Negeri Sipil pada BUMN
atau BUMD ) dan Institusi Non — Negara atau swasta ( termasuk para wirausaha ) dan
lembaga Nirlaba.!

Jaminan sosial atau social security merupakan setiap usaha untuk mencegah dan

mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran perlindungan terhadap

' 40 Tahun PT. TASPEN(. 1963-2003), Jakarta, 2003, him 1.



putusnya hubungan kerja, jaminan hari tua, jaminan terhadap keluarga yang
ditinggalkan, jaminan kesehatan dan seterusnya.

Dan setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moral agama.?

Bagi Pemerintah Indonesia usaha - usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting karena Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat mempunyai potensi
yang dapat menentukan dan menyelenggarakan tugas Pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Dengan
demikian ia dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran untuk mengerahkan
segala daya dan upaya dalam menyelenggarakan berbagai macam tugas pemermtahan
dan pembangunan.’

Usaha pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, seperti yang dimaksud
diatas dapat- berupa jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan
masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan
meningkatkan taraf hidup rakyat, yang dalam hal ini berwujud asuransi sosial.*

Berhubung dengan itu, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah tentang Asuransi

Sosial untuk Pegawai Negeri Sipil dimana dititik-beratkan guna memenuhi kebutuhan

2 Sudarsono Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, him 223.

* Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998,
hlm 333.

4 Sentonoe Kertonegoro, Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, 1982, him
254,



akan jaminan sosial, yang pada dasarnya tujuan dari asuransi soial itu adalah
berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial dalam masyarakat. Di
Indonesia hal ini sangat sesuai dengan usaha — usaha pemerintah guna mewujudkan
program kesejahteraan sosial, dalam rangka lebih menjamin akan adanya
kesejahteraan masyarakat.®

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 butir ke-3 Undang — Undang No. 2 tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian ;

Program asuransi sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib
berdasarkan suatu Undang — Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan
dasar bagi kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa jenis cakupan asuransi sosial,
yaitu bidang kesehatan, pendidikan, kecelakaan, keselamatan kerja dan pensiun.

Program asuransi sosial merupakan asuransi yang diselenggarakan secara wajib
berdasarkan undang — undang. Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan
oleh Negara atau suatu organisasi dibawah wewenang Negara, seperti Badan Usaha
Milik Negara ( BUMN ).

Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun
1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil ( ASPNS ), bahwa untuk
menyelenggarakan asuransi sosial ini didirikan suatu badan usaha Negara berbentuk
perusahaan perseroan ( Persero ), dalam hal ini adalah PT. TASPEN ( Persero ).

Pada mulanya PT. TASPEN ( Persero ) ditugaskan oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang berupa

program Tabungan Hari Tua ( THT ), THT merupakan dana tabungan para pegawai

;Dé'oko Prakoso, Pelaksanaon Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him
16.



negeri yang dipotong dari gajinya, dan kelak dibayarkan kalau ia memasuki masa
pensiun.

Program THT adalah program asuransi sosial yang terdiri dari dua kegunaan
yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta yang berhenti dengan hak pensiun
ataupun jaminan keuangan bagi ahli warisnya, dan apabila peserta meninggal dunia
sebelum mencapai usia pensiun yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan
Asuransi Kematian.

Disamping bertugas memberikan perlindungan atau jaminan asuransi untuk
peserta, PT. TASPEN ( Persero ) juga berperan sebagai pengumpul atau penghimpun
dana dari pegawai atau peserta pada dasarnya dana tersebut merupakan akumulasi
modal dalam negeri yang dapat menunjang atau membantu pembangunan nasional.

Badan inilah yang menerima iuran dari Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan membayarkannya kepada Pegawai Negeri
Sipil yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab lain ( seperti
kecelakaan ).°

Sumber dana utama dari PT. TASPEN ( Persero ) adalah berasal dari iuran
wajib pegawai atau peserta, oleh karena itu dana tersebut pada hakikatnya merupakan
titipan para pegawai atau peserta yang harus dipupuk atau dikembangkan dalam

rangka peningkatan kesejahteraan para pegawai melalui sistem asuransi sosial.

¢ Abdulkadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him 210.



Berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, hak — hak peserta terdiri dari Pensiun dan
Tabungan Hari Tpa (THT).

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan
berdasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku. Sedangkan Tabungan
Hari Tua adalah suatu suatu program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang
terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan
Asuransi Kematian ( ketentuan umum pasal 1 angka (4) dan (5) Peraturan Pemerintah
No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil ).

Asuransi Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan
keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya
pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, dan mengenai
besarnya jaminan akan diz«itur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, dan untuk
memberikan tingkat kescjahteraan yang lebih besar kepada para peserta, PT.
TASPEN sekarang telah mengembangkan dua program baru yaitu THT Multiguna
Sejahtera dan THT Ekaguna Sejahtera.’

Berdasarkan penjelasan pasal 10 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang
perubahan Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian,
bahwa “ pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai

negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada Negara, yang diberikan

7 40 Tahun PT. TASPEN(1 963-2003), Op. Cit, him 21.




oleh pemerintah kepada negeri melalui pemberian sumbangan yang dipupuk dan
dikelola oleh badan asuransi sosial”.

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara terarah dan terpusat
untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya dengan
sifat keanggotaan adalah wajib.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun
1981, yang dimaksud dengan peserta asuransi sosial adalah semua Pegawai Negeri
Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.

Keikutsertaan dalam asuransi sosial bagi Pegawai Negeri sipil yang telah
pensiun, janda/duda, dan juga peserta yang masih aktif dapat bahwa mereka memang
membutuhkan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil tersebut, dengan alasan agar
antara sebelum pensiun dan masa pensiun tidak ada kesenjangan dalam penghasilan
dan juga kelebihan hasil yang diterima dari PT. TASPEN ( Persero ) dapat
dipergunakan untuk berusaha kembali ( seperti berwiraswasta ) untuk menopang
keuangan rumah tangga mereka sesudah pensiun.

Asuransi sosial sebetulnya tidak menjamin suatu resiko di  dalam
pertanggungan, seperti halnya asuransi jiwa ( resiko kematian ) namun menjamin
Tabungan Hari Tua ( THT ) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.




Resiko dalam Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah peristiwa berhenti
dari Pegawai Negeri Sipil yang dialami oleh Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lain yang mengancam
kesejahteraan mereka. Apabila peristiwa tersebut terjadi sehingga mengakibatkan
berkurang atau hilangnya penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Resiko sebagai akibat dari peristiwa inilah yang menjadi beban badan penyelenggara
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil ( PT. TASPEN ) sebagai penanggung. yaitu
sejak tanggal pengangkatan peserta menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, atau
Pegawai Negeri Sipil.

Setiap peserta yang berhenti dari Pegawai Negeri Sipil karena hak pensiun,
meninggal dunia atau sebab lain, akan memperoleh hak atas pembayaran pensiun dan
hak atas pembayaran Tabungan hari Tua ( THT ), yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta baik itu program
pensiun maupun program Tabungan hari Tua ( THT ) yang meninggal dunia pada
masa aktif kerja atau sebelum memasuki masa pensiun maka selain peserta mendapat
hak pensiun dan hak Tabungan hari Tua ( THT ) peserta juga berhak untuk
mendapatkan hak Asuransi Kematian ( ASKEM ) yang besarnya telah ditentukan.

Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan
hormat maupun dengan tidak hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran Asuransi

Sosial Pegawai Negeri Sipilnya.




Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis bermaksud meneliti dan
membabas tentang Tabungan Hari Tua (THT ) khususnya Program Tabungan Hari
Tua ( THT ) Multiguna Sejahtera yang kemudian penulis sajikan dalam bentuk
skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua Multiguna

Sejahtera di PT. TASPEN ( Persero ) Cabang Palembang. “

B. Permasalahan
Berkmtan denéan judul dan latar belakang diatas, maka yang menjadi
permasalahan bagi penulis untuk dibahas, adalah :
1. Bagaimanakah prosedur pengurusan dan pembayaran hak-hak jaminan
kepada peserta Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera ?
2. Bagaimanakah cara menentukan besarnya jaminan keuangan yang
harus dibayar kepada peserta Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera
apabila yang bersangkutan meninggal dunia di masa aktif atau

sebelum ia memasuki masa pensiun ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, secara umum adalah untuk

mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua Multiguna
Sejahtera. Sedangkan secara khusus adalah :




1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengurusan dan pembayaran
hak-hak jaminan kepada peserta Tabungan Hari Tua Multiguna
Sejahtera.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besamya jaminan
keuangan yang harus dibayar kepada peserta Tabungan Hari Tua
Multiguna Sejahtera apabila yang bersangkutan meninggal dunia di

masa aktif atau sebelum ia memasuki masa pensiun.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penulisan skripsi adalah secara teoritis untuk memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum
asuransi dan hukum jaminan sosial, khususnya mengenai Tabungan Hari Tua (THT).
Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan
pemikiran kepada pengambil kebijakan di bidang asuransi, terutama mengenai
Tabungan Hari Tua ( THT ) dalam rangka optimalisasi penyampaian tujuan

diadakannya Program Tabungan Hari Tua ( THT ) bagi Pegawai Negeri Sipil .

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah maka ruang lingkup pembahasannya
mengacu pada permasalahan yang diajukan dan hanya dibatasi tentang Tabungan
Hari Tua ( THT ), dengan penekanan pada proses pelaksanaan Tabungan Hari Tua

( THT ) Multiguna Sejahtera dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada
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Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi

lebih objektif, terarah dan mendalam.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak lepas dari persoalan dimana data

tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan

permasalahan dalam penelitian ini.

1.

Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris yang dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai
data utama. Karena dalam penelitian ini bermaksud meneliti dan
menganalisa tentang Pelaksanaaan Program Tabungan Hari Tua
Multiguna Sejahtera di PT. TASPEN ( Persero ) Cabang Palembang.
Namun tidak menutup kemungkinan penpelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif sebagai data penunjang atau pelengkap, yang
didapatkan berdasarkan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan
yang bermaksud menggali dan menemukan norma — norma hukum yang
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif

yaitu penelitian yang menggambarkan dan menghubungkan suatu
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keadaan, gejala- gejala dengan mana berawal dari hipotesis yang dapat
membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori — teori yang ada.®

3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini terdiri
dari :

1) Data Primer ]
Data Primer merupakan data dasar yang diperoleh secara langsung
dari lapangan melalui wawancara secara terpimpin dengan sumber
terkait.

2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data kedua yang mencakup dokumen —
dokumen resmi, buku — buku pedoman hukum, peraturan
perundang — undangan dan karya — karya ilmiah yang sesuai
dengan penulisan skripsi.

Data Sekunder dibedakan menjadi :°

a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam
penelitian seperti peraturan perundang — undangan yang

berlaku.

* Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Huku
, PT.
2004, him 26-27. m Grafindo Persada, Jakarta,

’Sgocrjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Prees, Jakarta, 1996, him
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b) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah,
surat kabar, buku — buku pedoman hukum dan dari internet.
c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
4. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data mengenai pembahasan dari permasalahan dalam
penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. TASPEN
( Persero ) Cabang Palembang.
5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data
sekunder. Maka penulis menggunakan metode :
a) Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data
primer secara langsung dilokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara secara
langsung  dengan pihak yang berkompeten dengan
permasalahan yang akan dianalisis.
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b) Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data
sekunder dengan cara menelusuri bahan — bahan hukum secara
teliti terhadap buku — buku, makalah seminar, dan bahan —
bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang — undangan
yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang akan
dianalisis.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan
tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan
informasi yang diterima, kejelasannya, konsistensinya dan
relevansinya suatu data bagi penelitian ini.

2. Koding, yaitu membuat klasifikasi informasi — informasi atau data
— data yang memberikan kode — kode tertentu pada informasi atau
data tersebut agar mempermudah analisa.

3. Analisis, yaitu menganalisis informasi atau data — data yang
didapat dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data
yang lainnya, analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis,

sehingga menjawab keseluruhan permasalahan untuk kemudian
ditarik kesimpulan.
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6. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, dimana deskriptif
artinya bahwa penelitian ini dianalisis datanya tidak keluar dari lingkup
sample, bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat
umum diaplikasikan umtuk menjelaskan tentang seperangkat data atau
menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data
yang lainnya, kemudian diambil suatu kesimpulan. Serta arti analitis
adalah bahwa dalam penelitian ini analisis data mengarah pada populasi

data.lo

' Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raia G
i , P'T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, him 38
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